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WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK 

NOMOR 2 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH 

KOTA PONTIANAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka 210 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan 
mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II angka 163 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan bahwa penulisan kata “dapat” dihapus; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak; 
 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak 
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Seri E 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Nomor 91); 
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor 149); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK 
 

dan 
 

WALIKOTA PONTIANAK 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah 
Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7  diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut:  
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Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Barat. 

3. Daerah adalah Kota Pontianak. 

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak. 

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

6. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 

9. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. 

10. Organisasi Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya 

disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja 
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan 

institusi penyelenggara negara, koperasi, lembaga independen 
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 
11. Pelaksanaan pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang 
yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas 
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 

publik. 
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun 

penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun 

badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat 
pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 
13. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 
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2. Ketentuan Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 21 

 

Dihapus. 
 

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 22 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Pontianak. 
 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Pontianak. 
 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 1 Februari 2018             

 
               WALIKOTA PONTIANAK, 

 

                            Ttd 
 

                       SUTARMIDJI 
 
 

Diundangkan di Pontianak  

pada tanggal 1 Februari 2018       
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

 
            Ttd  
 

URAY INDRA MULYA 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 2 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN 
BARAT : (2/2018) 
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PENJELASAAN  
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK 
 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 

 
 

PASAL DEMI PASAL 

 
 Pasal 1 
 

   Cukup jelas 
 

 Pasal 21 
 
  Cukup  jelas  

 
 Pasal 22 
 

  Cukup  jelas 
 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 161 


